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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 6 TAHUN 1985 SERI : C Nomor:: 6

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LANGKAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAGNKAT
NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG :

TOKO OBAT BERIZIN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Bahwa toko obat berizin adalah merupakan salah satu u-
saha yang bergerak di dalam bidang obat-obatan yang
dibutuhkan masyarakat dan dapat dibeli secara bebas .

b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap to-
ko obat berizin yang menyangkut pengawasan, penyimpan-
an, peredarah dan pemakai obat-obat yang dibutuhkan
oleh masyarakat dipenuhi, maka perlu diatur pemberian
izin Kepada toko-toko obat.

Bahwa untuk itu perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah

d.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pemben-
tukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara.

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok
Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 /Kab/B.VIII /1972
tentang Pedagang eceran obat. ]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah.

7. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor
9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebahagian da-
ri Urusan Pemerintah Daerah dalam Lapangan Kesehatan ke-
pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kotamadya.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No-
moe 2Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Bekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Sekre-
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Langkat No,2
Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Di-
nas Kesehatan Daerah Tingkat II Langkat.
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Daerah Tingkat II Lang-

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

" kaf Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tanggal 4 Oktober 1978 tﬁntﬁgg
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat

ngkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat 11 Langkat.

MEMUTUSKAN ¢

ERAH TINGKAT II
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA
LANGKAT TENTANG TOKO OBAT BERIZIN DALAM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
BAB 1.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Langkat.

b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Langkat.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lang-
kat.

d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

e. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
/Wilayah Daerah Tingkat II Langkat.

f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat.

8. Asisten Apoteker adalah orang yang berpendidikan Asisten
Apoteker atau pengatur obat.

Menetapkan

h. Pedagang eceran obat adalah orang atau Badan Hukum yang
memiliki, menyimpan obat-obat bekas dan obat bebas ter-
batas untuk dijual secara eceran.

i. Toko obat berizin adalah Toko yang telah mendapat Izin da-
ri Kepala Daerah untuk menjual obat-obat bebas dan obat
bebas terbatas yang dijual secara eceran.

j. Obat-obat terbatas (daftar w) adalah obat-obat keras yang
ditandai pada lebelnya dengan peringatan-peringatan.

k. Obat bebas adalah obat yang dapat diperjual belikan seca-
ra bebas didalam maupun diluar toko obat,

BAB I,
FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 2.

1). Fungsi pedagang obat dalam Peraturan Daerah ini adalah pe-
layanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 1
butir (i) Peraturan Daerah ini.
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2). Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang di-
jual

a. Bermutu baik.

b. Telah mendapat nomor registerdari Departemen Kesehatan

c. gelr.'asal dari badan-badan usaha dibidang farmasi, antara
lain Apotik pedagang besar farmasi atau pabrik farmasi
dan lain-lain yang telah mempunyai izin dari Pemerintah.
Dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

3). Bertanggung jawaban tekhnis farmasi terletak pada seorang
Asisten Apoteker.

4). Setiap penggantian penanggung jawab harus dilaporkan kepa-
da Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

5). Asisten Apoteker sebagal penanggung jawab tekhni_s farmasi
hanya dibenarkan mengawasil (satu) toko obat berizin.

6). Setiap pedagang eceran obat wajib melakukan pembukuan
yang baik atas pemasukan dan penjualan obat-obat, sehing-
ga apabila diadakan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petu-
gas dapat dilakukan dengan mudah.

B AB 11 28
PERTIZINAN.
Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang membuka mengelola kegiatan
usaha toko obat di Daerah wajib mempunyai izin dari Kepala

Daerah, setelah memperhatikan saran-saran Kepala Dinas Kese-
hatan.

Pasal 4,

Izin untuk membuka/mengelola toko obat berizin diberikan un-
tuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apa-
bila kemudian ternyata semua persyaratan-persyaratan yang di-

tentukan dapat dipenuhi.
Pasal 5.

Tata cara permohonan pemberian izin untuk toko obat berizin
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB Iv.
PUNGUT A N.
Pasal 6.

Setiap surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah sehagaimana
pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya administrasi se-
besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan

.
ke Kas Daerah. waka
B A B V.

LARANGAN
Pasal T

Pedagang eceran obat dan toko berizin dilarang :

a. Menerima atau melayani resep dokter.
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b. Menjual obat-obat keras yang termasuk daftar "G".

c. Membuat obat, membungkus kembali obat (merobah wadah)

d. Melakukan pemeriksaan orang sakit didalam toko obat anta-
ra lain peraktek Dokter, Shinse, Tabib, Dukun dan seba-
gainya.

e. Menyimpan obat-obat yang termasuk daftar obat bebas terba-
tas (daftar W) dicampur dengan obat-obat bebas atav barang
lainnya (harus disimpan dalam lemari khusus).

f. Membuat papan nama didepan toko pada iklan-iklan dan ba-
rang cetakan toko obat atau yang sama atau menyamai  nama
Apotik Pabrik obat-obat atau pedagang besar farmasi sehing-
ga dapat menimbulkan kesan seakan-akan toko obat tersebut
apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik Dbesar

farmasi.
BAB V.
PENCABUTAN IZIN
Pasal 8.
Izin Toko Obat Berizin dapat dicabut apabila pemegang izin ter-

nyata tidak memenuhi semua atau sebahagian larangan sebagai-
mana yang tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VII.
PENGAWASAN
Pasal 9.
Penyidik.an atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan ke-
pada Pejabat atau petugas yang dihunjuk oleh Kepala Daerah se-
}Sclliai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berla-
BAB VIII.
KATENTUAN PIDANA
Pasal 10
Pelanggaran atau kelalaian tidak i
: mematuhi  keterntuan-
yang tercantum dalam pasal 3 dan 7 Peraturan DaeraI:\ il;?terr;itgﬂ

camkan Pidana kurungan selama-lam i
: ! - anya 3 (tiga) bulan da -
da sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribt ruc;;rilas?n

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal : i

Enal?i'zr ;;ilr(-m {[i) (ef]am) bulan terhitung mulai tanggal pengundang-
s keagniat::r;r;nfir;i ils(etiap atau badan hukum yang telah me-

rikan/membuka atau melola usahs )
bat berizin sebelumnya ditetapkan Peraturan Daerah ?niﬂl dtiowl-(.—;ig:

kan untuk memenuhi ket : .
Daersah ini. entuan vang tercantum dalam Peraturan



BAB

XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

1). Pelaksanaan Peraturan D

12.

aerah ini diatur lebih lanjut de-

ngan Surat Keputusan Kepala Daerah.

2). Peraturan Daerah ini dapat dise

Toko Obat Berizin.

3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku seja
iap orang mengetahuinya, memerintah-

turan Daerah ini dalam Lembaran Da-

kan. Agar supaya set
kan pengundangan Pera

put Peraturan Daerah tentang

k tanggal diundang-

erah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, tgl. 16 Pebruari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-

ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT

Ketua,

cap/dto,

(_HASAN SAIDI, BA )
Diundangkan dalam Lembaxsin-Daerah
-T:I,pgkat“‘_II Langkat pada tgl, 28 ~

3]}3?‘9;‘1‘\5&1' 1985 Nomcz, 648 'C

NIP, 040055563 4= ytion )

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II

LANGKAT

cap/dto,

(_ H. MARZUKI ERMAN )

Disyahkan oleh Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Su-
matera Utara dengan  Surat
icgegg:tusan tgl. 4 Nopember
Nomor 188.342-94
TAHUN 1985, s




